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ABSTRAK

Masyarakat Indonesia merupakan masyarkat majemuk atau masyarakat yang
pluralistik. Hal tersebut dapat dilihat secara sosio-antropologis dimana Indonesia
terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya serta agama. Fenomena
nikah beda agama secara obyektif-sosiologis sebagai sesuatu yang wajar karena
masyarakat Indonesia memeluk beraneka ragam agama dan kepercayaan. Perkawinan
beda agama dapat menimbulkan persoalan dari berbagai segi diantaranya keabsahan
perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri
Makassar, tinjauan hukum progresif dan maslahah terhadap pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda
agama, serta implikasi hukum yang timbul terhadap penetapan hakim dalam
menetapkan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini
adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas | A Khusus No.
622/Pdt.P/2018/PN.MKs.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library
research) dengan cara mengumpulkan dan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku,
jurnal, majalah, surat kabar, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang
terkait nikah beda agama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan
yuridis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik dalam hal ini
penyusun menggambarkan bagaimana penetapan izin nikah beda agama yang
didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar kemudian dari gambaran tersebut
dilakukan analisis berdasarkan sudut padang hukum progresif dan maslakab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan hakim Pengadilan
Negeri Makassar Kelas | A Khusus No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Pertama, dasar
pertimbangan yang digunakan hakim Pengeadilan Negeri Makassar adalah Pasal 10
ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, putusan Mahkamah Agung RI
Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan. Kedua, hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas | A
Khusus dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan tindakan yang progresif
dalam berhukum. Ketiga, Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya baru
mewujudkan maslahat para pemohon pada tingkatan Aajiyyah dimana hakim
berasumsi bahwa supaya perkara ini tidak berlarut-larut maka hakim memutuskan
untuk mengabulkan permohonan. Keempat, implikasi hukum setelah dikeluarkannya
putusan ini tidak ada persoalan karena secara yuridis perkawinan mereka sah karena
telah dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, serta
putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Maslahah, Penetapan Pengadilan, Nikah Beda
Agama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal
22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

vii

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& sa’ $ s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z H&’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh K dan h

2 Dal D De

3 Zal Z Z (dengan titik di atas)

J Ra’ R Er

J Za’ Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Déad d De (dengan titik di bawah)
L Ta t Te (dengan titik di bawah)




L 7a z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Aln ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge

s Fa’ F Ef

G Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

Jd Lam L ‘el

B Mim M ‘em

8] Nin N ‘en

9 Wawu W w

o Ha’ H Ha

e Hamzah ‘ Apostrof

] Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

d

sAC

AT

SRRE XY

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah
‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

A& Ditulis hikmah
EERN Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h
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RPN ERES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bilata’ Marbitah hidup dengan hdrakat fathdh, kasrah dan dammah ditulis t

hall 3K Ditulis Zakat al-figr

D. Vokal Pendek

- fathah A
% Ditulis fa’ala
Ja2
- Kasrah I
J“SS Ditulis Zukira
2 dammah U
s Ditulis Yazhabu
CA Y
E. Vokal Panjang
1 fathah+alif Ditulis A
YUFYEN Ditulis Jahiliyyah
) fathah+ya’ mati Ditulis A
PPty Ditulis Tansa
3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
a R Ditulis Karim
4 dammah-+wawu mati Ditulis U
s Ditulis furid

F. Vokal Rangkap

fathah+ya’ mati Ditulis Ai

1 & Ditulis bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au

2 Js Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata




Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof

)

| Ditulis a’antum
& ol Ditulis La’in syakartum
. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bilakata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.
Ol Ditulis Al-Qur’an
sl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang A/if+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf | (el)-nya.

S Ditulis as-Sama
L] Ditulis as-Syams

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furid
B AT Ditulis ahl as-Sunnah

. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,
seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah,

Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau
“Plural Society” bahkan ada yang menyebut “Dual Society”.' Seperti yang
diungkapkan oleh Nurcholish Madjid, bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa
yang paling pluralis atau dengan kata lain bahwa penduduk Indonesia adalah
paling beraneka ragam agama dan kulturnya.? Hal tersebut dapat dilihat secara
sosio-antropologis dimana Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan,
ras, budaya dan agama.

Suatu realitas di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan
heterogen baik suku, golongan, ras, budaya, agama dan perkembangan zaman
serta pergeseran pandangan mengenai makna institusi keluarga. Maka, dengan hal
tersebut, memungkinkan terjadi perbedaan dalam segala hal, mulai dari
pandangan hidup dan interaksi sosial antar individu. Dengan adanya interaksi
sosial memungkinkan terjalinnya hubungan yang berlanjut ke jenjang perkawinan,
tentu dengan adanya akulturasi yang beragam tersebut membawa bentuk
perkawinan yang relatif pula. Misalnya fenomena nikah beda agama yang

semakin banyak terjadi belakangan ini.>

! Muhandis Azzuhri, “konsep Multikulturalisme dan Pluralisme Dalam Pendidikan
Agama,” Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 10: 1 (Juni 2012), him. 13.

2 Catur Widiat Moko, “Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005)
Dalam Konteks Keindonesiaan,” MEDINA-TE, Vol. 16:1 (Juni 2017), him. 63.

% Yasin Baidi, “Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996,” SOSIO-RELIGIA, Vol. 9:3 (Mei
2010), him. 672.



Perkawinan bernuansa keagamaan ini banyak terjadi dalam realitas sosial
masyarakat. Hal ini menimbulkan kontroversi yang cukup fenomenal mengenai
sah atau tidaknya pernikahan beda agama dari sudut pandang doktrin agama dan
Perundang-undangan di Indonesia.*

Meskipun tren pernikahan beda agama semakin marak terjadi, akan tetapi
di Indonesia pernikahan model “campuran/ beda agama” belum mendapatkan
tempat, sehingga pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama harus
memilih alternatif lain, yaitu dengan menundukan diri ke dalam salah satu agama
pasangan, menikah di luar negeri atau melakukan permohonan penetapan
perkawinan ke pengadilan. Sebab dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama.®

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 memuat asas penting bahwa
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”.% Dengan perumusan pasal tersebut, maka
tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu
termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan

kepercayaannya itu, selama tidak bertentangan dan diatur lain dalam undang-

4 Maratur Robikhah, “Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish
Madjid dan Musdah Mulia,” Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2011), him. 3.

5 Ibid., him. 4.

6 Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).



undang ini.” Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di
Indonesia termasuk pernikahan beda agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melarang melakukan perkawinan
beda agama. Larangan untuk pria muslim dapat dilihat dalam Pasal 40 huruf ¢
KHI.8 Sedangkan larangan untuk wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI
dimana disebutkan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan
perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.° Secara normatif
larangan bagi wanita muslimah ini sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur’an
yang disepakati kalangan fugaha.*®

Meskipun adanya larangan perihal nikah beda agama sebagaimana yang
penulis sebutkan di atas, namun dalam praktiknya pernikahan antara wanita
muslimah dengan laki-laki non-muslim atau sebaliknya tetap terjadi di
masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh fakta yang terjadi di masyarakat, dimana
banyak pasangan suami istri yang berbeda agama, dan mereka terlihat hidup
rukun. Dari sini muncullah sebuah anggapan dan usulan, dari beberapa pihak
bahwa perbedaan agama bukan penghalang bagi seseorang untuk menikah.
Alasannya, perkawinan adalah hak asasi.!! Maksudnya seperti yang dijelaskan
dalam (Declaration of Human Right) bahwa setiap orang mempunyai hak untuk

menikah tanpa ada penghalang yang boleh untuk menghalanginya, baik ras,

" R. Soetojo Prawirohamidjojo dan R. Soebijino Tjitrowinoto, Pluralisme dalam
Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Airlangga University, 2012), him. 2.

8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf (c).

9 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

10 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi
Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), him. 7.

11 Khaeron Sirin: Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama,
dan Perempuan (Yogyakarta: Deepublish, 2016), cet. ke-1, him. 64.



kewarganegaraan maupun agama, dan juga memberikan hak yang sama atau
sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

Selain alasan di atas, al-Qur’an juga memberikan peluang terjadinya
pernikahan beda agama, terutama apabila pihak yang laki-laki beragama Islam.
Persoalan ini menjadi sebuah perbincangan, karena berdasarkan petunjuk al-
Qur’an pernikahan dengan wanita Kitabiyah diperbolehkan. Sebagaimana
disebutkan dalam surat Al-Ma’idah (5) ayat 5:

add On aSaladay oST Jn i€l Igigh il alakay caghall oS3 Ja) ol
O saii) 1) K18 e iU g ) ) (e Chiandll g Ciiagall (e Ciiandll g
bos 38 el S0 Ga Ol (3300Y 5 padlue e (pliasae (o sl

20amdl) e 8,1 (8 5 5 alac

Alasan di atas diperkuat dengan dikeluarkanya Undang-Undang No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 huruf (a)
dan 36. Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “Perkawinan yang ditetapkan oleh
pengadilan”. Maksud dari Pasal 35 huruf (a) itu ialah “Yang dimaksud dengan
perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antara umat yang
berbeda agama.”*® Dan Pasal 36 disebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah

adanya penetapan pengadilan.”** Berdasarkan penjelasan pasal di atas sangat

12 Al-Ma’idah (5): 5.

13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal
35 huruf (a).

14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal
36.



memungkinkan pasangan yang beda agama dapat dicatatkan perkawinannya asal
melalui penetapan pengadilan.

Meskipun pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas
baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum agama namun dalam
praktiknya banyak terjadi perkawinan berbeda agama. Seperti yang terjadi di
daerah Makassar dimana Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks, yaitu permohonan yang diajukan oleh pasangan Kevin
Sangian Hendrik Rumiap (Kristen Protestan) sebagai pemohon | dan Nur Reski
Agraini Akhbar (Islam) sebagai pemohon Il yang telah mengajukan permohonan
di PN Makassar pada tanggal 6 September 2016. Sebelumnya pemohon telah
mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, usaha
mereka tidak sia-sia, pihak Kantor Catatan Sipil Kota Makassar memberikan surat
keterangan yang isinya agar kedua pasangan mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Negeri Makassar. PN Makassar pada akhirnya mengeluarkan
penetapan yang isinya mengabulkan permohonan izin nikah beda agama tersebut.

Fenomena perkawinan beda agama merupakan peristiwa hukum yang
masih banyak menimbulkan pro-kontra dalam usaha penyelesaian dan pencarian
solusi dalam masalah ini, dimana satu sisi al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam
melarang terjadinya pernikahan antara agama, namun di sisi yang lain UU
Administrasi  Kependudukan membolehkan terjadinya pernikahan tersebut.
Adanya ambiguitas dalam perkara tersebut menjadi menarik, karena mana yang

didahulukan oleh hakim dalam setiap penetapannya.



Pemilihan Pengadilan Negeri Makassar sebagai objek penelitian karena
hakim Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan penetapan dengan hasil
mengabulkan izin nikah beda agama dan di samping itu pertimbangannya
mengenai permohonan izin nikah beda agama memakai aturan Administrasi
Kependudukan. Hal inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian terkait
dengan permohonan penetapan nikah beda agama yang didaftarkan di Pengadilan
Negeri Makassar.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis berinisiatif melakukan
penelitian lebih jauh dengan judul “Tinjauan Hukum Pogresif dan Maslahah
Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama:

(Studi Kasus Penetapan No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan mempertimbangkan pokok-pokok
pikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam
menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam perkara No.
622/Pdt/P/2018/PN.MKks?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Progresif terhadap pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin

perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt/P/2018/PN.MKks?



3. Bagaimana tinjauan Maslakah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan
Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda
agama dalam perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks?

4. Apa implikasi hukum terhadap penetapan hakim dalam mengabulkan izin

pernikahan beda agama pada Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan
penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar
dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam
perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Progresif terhadap pertimbangan
hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan
izin perkawinan beda agama  dalam perkara  No.
622/Pdt/P/2018/PN.Mks

c. Untuk menjelaskan tinjauan Maslaka/k terhadap pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin
perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks

d. Untuk melihat implikasi yang ditimbulkan dari penetapan hakim
dalam mengabulkan izin pernikahan beda agama pada Pengadilan

Negeri Makassar



2. Kegunaan penelitian
a. Teoretis
Secara teoretis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangsih keilmuan terhadap studi hukum keluarga,
serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.
b. Praktis
Sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai
tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh
peneliti ketika sudah hidup berumah tangga khususnya dan
bermasyarakat pada umumnya, bagi masyarakat bermanfaat sebagai
masukan dalam menyelesaikan masalah bagi yang mempunyai
permasalahan yang serupa dengan penelitian ini, bagi lembaga sebagai
masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa
dijadikan sumber pustaka.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Telaah Pustaka

Sebagai perhatian dan perbandingan dalam penelitian ini dikemukakan
beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut
adalah penelitian yang berkenaan dengan pertimbangan hakim, dan nikah beda
agama yang bisa menjadi acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian

lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut:



Pertama, Skripsi dengan judul “Penetapan Pengadilan Negeri
Yogyakarta tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum)”, yang
disusun oleh Muhammad Fahmi Akmal®®. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim Mahkamah Agung
dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan
Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis.
Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis adalah bahwa dasar pertimbangan yang
dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Pasal 2 ayat (1), dan
Pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dimana hakim PN
Yogyakarta menafsirkan kedua pasal tersebut dengan pendekatan gramatikal yang
pada kesimpulanya karena pemohon | dan pemohon Il berbeda agama maka
perkawinan seperti ini adalah terlarang.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa hakim PN
Yogyakarta telah keliru dalam menafsirkan Pasal 8 huruf (f) yang pada intinya
tidak mengatur mengenai hal ihwal perkawinan beda agama. Oleh karena itu MA
memandang bahwasanya dalam perkawinan beda agama terjadi kekosongan
hukum. Atas dasar tersebut kemudian Hakim Mahkamah Agung melalui
yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986 yang berpendapat bahwa dengan diajukannya
permohonan yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan kepada
Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak

melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil

15 Muhammad Fahmi Akmal, “Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang
Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum),” Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
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wajib menerima permohonan pemohon. Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas,
perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan
adalah bahwa penelitian yang di atas lebih terfokus dengan bagaimana
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Mahkamah Agung dalam
memutuskan permohonan nikah beda agama. Sedangkan penelitian yang penulis
lakukan lebih menekankan terhadap bagaimana tinjauan hukum progresif dan
maslakah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam
menetapkan perkawinan beda agama.

Kedua, Skripsi dengan judul “Izin Perkawinan Beda Agama di
Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No0.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan
Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla)” yang ditulis oleh Sinta Felisia Agnes®.
Dalam skripsi ini menjelaskan perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan
perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri
Blora berdasarkan teori Maqasid al-Syari’ah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengabulkan
permohonan nikah beda agama, karena adanya kekosongan hukum dan juga
berpedoman pada asas “ius curia novit”, dimana pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa
hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sedangkan Pengadilan Negeri Blora dalam

menolak perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan dalam surat al-Bagarah

16 Sinta Felisia Agnes, “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi
Perbandingan Putusan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla),”
Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2019.
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ayat 221, Pasal 44 KHI, UU No. 1 Tahun 1974 terutama Pasal 1 ayat 2, dan
berdasarkan teori magqasid al-syari’ah dimana praktik nikah beda agama
menyalahi prinsip-prinsip dalam Islam. Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas,
perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah
bahwa penelitian di atas hanya membedakan dasar pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Surakarta dengan Pengadilan Negeri Blora berdasarkan teori
magqasid al-syari’ah sedangkan yang penulis lakukan tidak membandingkan dasar
pertimbangan hakim melainkan melihat bagaimana tinjauan hukum progresif dan
maslakai terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam
menetapkan perkawinan beda agama.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan
Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN.Ska
dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Ska)” yang ditulis oleh Fanny Fadlina’.
Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan
penetapan perkawinan beda agama, dasar pertimbangan hakim dalam menolak
dan mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama serta kekuatan
hukum penetapan perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
diketahui bahwa proses pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda
agama sama dengan prosedur pengajuan gugatan biasa, sedangkan mengenai
proses pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama bersifat
sepihak karena hanya menyangkut kepentingan pemohon. Pendekatan yang

digunakan ialah pendekatan kasus. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar

17 Fanny Fadlina, “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama
(Studi Kasus Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Ska),”
Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
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yang digunakan hakim dalam proses penetapan perkawinan beda agama adalah
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 8 UU
Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 No. 158 dan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9
Tahun 1975. Sedangkan alasan menolak permohonan perkawinan beda agama
adalah pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan uraian telaah pustaka di
atas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah bahwa penelitian di atas menjelaskan tentang prosedur pengajuan
dan pemeriksaan pernikahan beda agama sedangkan yang penulis lakukan adalah
bagaimana tinjauan hukum progresif dan maslaka/ terhadap pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan perkawinan beda agama.
Keempat, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan
Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” ditulis
oleh Wedya Laplata’®. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan
hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama dan bagaimana pelaksanaan
perkawinan beda agama. Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah
pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa dasar yang digunakan oleh hakim Surakarta adalah Pasal 35
huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9
tahun 1975, dan Pasal 28 B perubahan kedua UUD 1945 serta pasal 29 UUD
1945. Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan cara mengajukan

permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh penetapan izin

8 Wedya Laplata, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi
Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta),” Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah, Surakarta, 2013.
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pelaksanaan pernikahan beda agama. Setelah adanya izin, pernikahan
dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dan mencatatkan perkawinan tersebut di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan
uraian telaah pustaka di atas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian
yang peneliti lakukan adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dan prosedur
pelaksanaan nikah beda agama sedangkan penulis tidak membahas bagaimana
prosedur nikah beda agama melainkan bagaimana tinjauan hukum progresif dan
maslakai terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam
menetapkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, maka menurut hemat penulis
belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Progresif dan Maslakah
terhadap penetapan Pengadilan Negeri Makassar tentang kawin beda agama, maka
masalah ini layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Tinjauan
Hukum Progresif dan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Menetapkan  Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No.

622/Pdt.P/PN.Mks)”.

Kerangka Teoritik

Suatu realitas ditengah-tengah masyarakat heterogen dewasa ini, yang
beragam suku, golongan, ras, budaya dan agama terjadi perbedaan dalam segala
hal, mulai dari cara padang hidup dan interaksi sosial antar individu. Dengan
adanya interaksi sosial ini batas-batas dalam pergaulan tidak mungkin lagi

dibatasi hanya dalam satu lingkungan masyarakat kecil. Dampak dari kondisi ini
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banyak terjadinya perkawinan yang menembus batas-batas dinding itu, misalnya

perkawinan antara pria dan wanita yang tidak seagama.'®

Perkawinan beda agama secara sederhana dipahami sebagai perkawinan
yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Menurut Ketut Mandra dan Ketut
Artadi, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda
agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dengan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?°

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
perkawinan beda agama tidak dibolehkan, namun larangan tersebut tidak
disebutkan secara spesifik. Sehingga yang sering dilakukan oleh calon yang
berbeda agama adalah melakukan nikah di luar negeri atau melakukan
permohonan penetapan perkawinan ke pengadilan. Yang sering dilakukan para
pasangan yang berbeda agama adalah mengajukan permohonan ke pengadilan.

Penetapan perkawinan bagi pasangan beda agama bisa diajukan ke
Pengadilan Negeri, setelah permohonan diajukan hakim memeriksa permohonan
tersebut sebelum dikeluarkannya sebuah penetapan. Hasil suatu penetapan harus

berlandaskan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim adalah argumen atau

19 Baidi, Yasin, “Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996,” SOSIO-RELIGIA, Vol. 9:3 (Mei
2010), him. 679-680.

20 Hukum Online. Com, Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di
Indonesia (Tanggerang: Literati, 2014), him. 35.
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alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara, apakah perkara itu dapat diterima atau tidak.
Selanjutnya, untuk menganalisa persoalan yang telah diuraikan dalam

latar belakang di atas, maka digunakan dua teori yaitu hukum progresif dan

maslahah.

1. Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata progress dari
bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata “hukum” dan kata “progresif”
digabung maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti
perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat
berdasarkan aspek moralitas sumber daya penegak hukum.??

Hukum Progresif dimulai dari suatu asumsi dasar. Pertama, bahwa
hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka hukum mengantarkan masyarakat pada sebuah
paradigma bahwa hukum ditunjukkan untuk manusia. Hukum bukan
merupakan pusat dalam berhukum, melainkan manusia yang berada dititik
pusat perputaran hukum. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan
hukum maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia
yang dipaksakan masuk dalam skema hukum.

Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final,

melainkan  sangat tergantung bagaimana manusia melihat dan

2z “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana,”

https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html, akses
13 Juni 2020.

22 Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),
him. 107.
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menggunakannya, manusia yang merupakan penentu. Dalam konteks
pemikiran tersebut, hukum adalah institusi yang secara terus menerus
membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan
yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi kedalam faktor-
faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian kepada rakyat.?®

Kedua, hukum progresif tidak menerapkan status quo dalam
berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama seperti
pendapat yang mengatakan bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya
dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian sejalan
dengan positivistik, normatif dan legalistik, sekali Undang-undang memutus
dan menetapkan seperti itu, maka tidak bisa berbuat banyak, kecuali
hukumnya dirubah terlebih dahulu.?*

Ketiga, hukum progresif berpihak pada keadilan yang pro rakyat,
sejauh ini makna keadilan harus didudukkan di atas peraturan, sehingga
penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan, Jika
memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip keadilan yang pro-
progresivitas yang terkandung dalam hukum progresif tidak mengalami
kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal-hal negatif lainnya,
sehingga hukum progresif dapat mengantarkan masyarakat kepada keadilan

dan kesejahteraan.?®

23 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009), him. 5.

24 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, him. 62.

%5 Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, him. 109.
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Keempat, hukum progresif berasumsi bahwa hukum tidak bersifat
final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi (law as process,
law in the making). Hukum memiliki tahap perjalanan yang terus
bertransformasi dari masa-kemasa dalam membuat keputusan yang mampu
mencapai ideal hukum. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada
putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan demikian hukum progresif peka
dan tanggap dalam setiap perubahan di tengah masyarakat yang bersifat
dinamis (dynamic society) sehingga hukum progresif siap menghadapi
perubahan tersebut tanpa melupakan kewajibannya yakni melindungi rakyat
menuju hukum ideal.

Kelima, hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang
berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani
tidak hanya berdasarkan logika tetapi diiringi dengan modalitas kenuranian
seperti empati, kejujuran, komitmen dan keberanian. Hukum progresif
dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi suatu patokan
tertentu (rule-bound) dan hanya bersifat kontekstual., tetapi lebih bersifat out
of the box dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau
makna yang lebih dalam.?®

Dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara berhukum
yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk
melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Sederhananya hukum progresif melakukan pembebasan baik dalam cara

% 1bid., him. 109-110.
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berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan
hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada
manusia dan kemanusiaan.?’

2. Maslahah

Dalam bahasa Arab, maslakak mengandung pengertian perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum
maslakah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang berarti
menarik keuntungan atau kesenangan dan menolak atau menghindarkan
kemudaratan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat
dan menghindarkan dari kerusakan patut disebut maslakzas.?

Dari adanya keserasian kemaslahatan dengan tujuan hukum dari segi
pembuat hukum (syar’i) memperhatikannya atau tidak maslakah dapat dibagi
sebagai berikut:?°

a. Magslakah al-Mu’tabarah, yaitu maslakah yang diperhitungkan oleh
syar’i. maksudnya ada petunjuk dari syar’i baik langsung maupun tidak
langsung yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan yang
menjadi alasan dalam penetapan hukum.

b. Maslakah al-Mulgah, yaitu maslahah yang dianggap baik oleh akal,
tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang

menolaknya.

27 1bid., him. 69.

28 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009),
him. 345.

29 |bid., him. 351-354.
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c. Maslakah Mursalah, yaitu maslakah yang biasa disebut istisiah, apa
yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara’ yang
memperhitungkannya ataupun menolaknya.

Dalam sumber yang lain Nasrun Haroen menulis bahwa dilihat dari
segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul figh
membaginya kepada tiga macam, yaitu:3°

1. Maslahah al-daruriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Haroen,
kemaslahatan a/-daruriyyah ada lima macam yaitu memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memlihara
keturunan. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-Mashali al-
Khamsah.

2. Maslahah al-hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan
mendasar manusia. Misalnya ibadah diberi keringanan untuk menjamak
dan mengqgasar.

3. Maglahah tahsiniyyah, yaitu keaslahatan yang sifatnya pelengkap
berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang

bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat dan lain sebagainya.

30 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), him. 115.
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Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim
dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Menurut
Nasroen, kemaslahatan daruriyyah harus didahulukan dari pada kemaslahatn
hajiyyah dan kemaslahatan Aajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan
tahsiniyyah.

Sedangkan dari segi kandungan maslahahnya, menurut Nasrun
ulama figh membaginya kedalam dua bagian:3!

Pertama, Maslahah ‘Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang
menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti
untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas
masyarkat.

Kedua, Maslahah Khassah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini
sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan
hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya kedua
kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan
apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan
pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan

kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

F.  Metode Penelitian
Metode penelitian adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh
penulis untuk menyusun data. Tujuan dari metode dalam penelitian adalah

menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan. Agar

31 Nasrun Haroen, Ushul Figh I, him. 116.
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penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur dan sesuai dengan prosedur
keilmuan yang berlaku.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis
penelitian kepustakaan atau (library research).®? Penelitian ini dieksplorasi
dengan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku, jurnal, majalah, surat
kabar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan
objek penelitian.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang
bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah
melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data kemudian
dijelaskan.®® Dalam hal ini penyusun menggambarkan bagaimana penetapan
izin nikah beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar
kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis berdasarkan sudut
padang Hukum Progresif dan Maslakah.
a. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung
dari sumbernya, maupun laporan dalam bentuk dokumen
tidak resmi yang kemudian diolah sedemikian rupa oleh

peneliti, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang

32 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), him. 13-14.
33 Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), him. 128.
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terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan objek penelitian. Misalnya UUD 1945, UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, UU No. 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu
penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks

2) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk
laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-
undangan seperti rancangan undang-undang, hasil
penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan
internet.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif dan yuridis. Pendekatan ini berarti suatu pendekatan untuk
menemukan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.®*
Hal ini ditunjukkan pada masalah yang diteliti oleh penyusun dengan

menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam dan

34 Jhony lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayu
Media, 2005), him. 57.
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Peraturan  Perundang-undangan. Berdasarkan hal ini  penyusun
menggunakannya untuk menjelaskan tentang penetapan izin beda agama

yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena data-data yang akan dikumpulkan
berkenaan dengan literatur, maka metode pengumpulan data dalam
penelitian ini melalui cara dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan
data yang diperoleh melaui dokumen-dokumen.® Dalam hal ini peneliti
memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari putusan perkara No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks tentang Perkawinan Beda Agama oleh majelis
hakim Pengadilan Negeri Makassar. Dan melakukan penelusuran dan
pengkajian kepustakaan, baik dengan cara membaca, memahami, dan
menganalisa berbagai undang-undang, buku-buku, serta literatur ilmiah
yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis buat.
Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan metode berfikir induktif. Metode kualitatif adalah
sekumpulan metode-metode pemecah masalah yang terencana dan cermat
dengan pengumpulan data dan tertuju pada teori yang disimpulkan.®® Dalam

hal ini data yang diperoleh dari hasil dokumentasi pada penetapan izin nikah

73.

% Husaini Husman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), him.

3% Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 84.
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beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar kemudian

ditarik suatu kesimpulan.

Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab
berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
pembahasan dalam setiap masalah yang diangkat. Adapun rincian pembahasannya
sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang serta pertanyaan yang dijawab dalam rumusan masalah. Bab ini juga
memuat tujuan dan kegunaan penelitian, dan review penelitian terdahulu (telaah
pustaka) yang berkaitan dengan penelitian ini dan bertujuan untuk membedakan
penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Kemudian
juga terdapat kerangka teori yaitu kerangka yang dijadikan landasan berfikir
dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu juga terdapat metodologi penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi uraian tentang landasan teori terkait konsep maslakah
dan hukum progresif. Pada bab ini, penulis membahas mengenai pengertian
maslakah, dasar berlakunya maslahah, syarat-syarat maslakak, dan praktik-
praktik maslahah, serta defenisi hukum progresif dan landasan filosofis hukum
progresif.

Bab ketiga, berisi uraian tentang penetapan Pengadilan Negeri Makassar
No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks tentang perkawinan beda agama. Pada bab ini

penulis menguraikan sekilas tentang Pengadilan Negeri Makassar meliputi profil
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PN Makassar, wilayah hukum, tugas pokok, struktur, visi dan misi Pengadilan
Negeri Makassar, duduk perkara penetapan Pengadilan Negeri Makassar, konsep
perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum Positif dan dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No.
622/Pdt/P/2018/PN.MKs.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum progresif dan konsep
maslakah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam
perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks dan implikasi hukum terhadap penetapan
hakim dalam mengabulkan izin nikah beda agama pada perkara No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut
didapatkan setelah menganalisa data yang diperoleh, dan merupakan jawaban dari
rumusan masalah. Sedangkan saran adalah harapan penulis terhadap solusi atas

permasalahan pernikahan beda agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengkajian yang telah penyusun
kemukakan di atas mengenai tinjauan hukum Progresif dan Maslahah terhadap
penetapan Pengadilan Negeri Makassar tentang perkawinan beda agama No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:

Pertama, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan
Negeri Makassar dalam penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks adalah Pasal 10
ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, putusan Mahkamah Agung RI
Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan. Di samping itu hakim melihat adanya kekosongan
hukum dalam perkara nikah beda agama sehingga hal ini tidakbisa dibenarkan.
Oleh sebab itu hakim memutuskan untuk mencarikan solusi yang tepat dengan
cara mengabulkan perkawinan beda agama dan permohonan pernikahan beda
agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya lembaga
yang berwenang. Namun menurut hemat penulis hakim lupa melihat metode
penafsiran lain seperti model penafsiran gramatikal dan historis. Karena jika
dilihat berdasarkan model penafsiran gramatikal jelas bahwa Undang-undang No.
1 tahun 1974 sudah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa nikah sah jika

dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Maka dari itu seharusnya

93
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Pengadilan Negeri Makassar tidak mengabulkan permohonan karena bertentangan
dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, pada penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks hakim Pengadilan
Negeri Makassar ditinjau berdasarkan lima kriteria/asumsi dasar dari hukum
progresif yaitu: hukum itu terlahir demi kepentingan manusia sendiri untuk
menertibkan kehidupannya, hukum progresif itu harus pro-rakyat, hukum tidak
bersifat final, hukum progresif tidak mempertahankan status quo dalam
berhukum, hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati
nurani dengan kecerdasan spiritual. Menurut hemat penulis dapat dikatakan
bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan tindakan yang
progresif dalam berhukum. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
ulang, yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam persoalan
perkawinan disamping itu jaga persoalan agama dimana menurut penulis peran
agama sangat menentukan dalam penyelesaian persoalan nikah beda agama ini.

Ketiga, Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya baru
mewujudkan maslahat para pemohon pada tingkatan Aajiyyah dimana hakim
berasumsi bahwa supaya perkara ini tidak berlarut-larut maka hakim memutuskan
untuk mengabulkan permohonan ini. Namun menurut hemat penulis hakim
seharusnya lebih mempertimbangkan lagi tentang maslakah daruriyyah
(daruriyyah khams) yang akan terjadi pada pemohon, karena maslakah daruriyyah
harus lebih didahulukan daripada maslahat Aajiyyah

Keempat, akibat hukum penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan

Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks , menurut hemat penulis dapat
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dikatakan bahwa akibat yang akan timbul tidak ada persoalan karena secara
yuridis perkawinan mereka sah karena telah dikeluarkannya penetapan oleh
pengadilan yang berwenang untuk itu, serta putusan tersebut telah memiliki
kekuatan hukum. Termasuk nanti dalam hubungan suami istri dan anak-anak
mereka sudah diatur dalam undang-undang yaitu hubungan antara suami dan istri
dan hubungan mereka dengan masyarakat diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34
Undang-Undang Perkawinan, mengenai harta benda dalam perkawinan, maka
berlaku bagi mereka ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 s/d 37 Undang-Undang
Perkawinan, hubungan suami-istri sebagai orang tua terhadap anak yang lahir
dalam perkawinan tersebut, diatur dalam Pasal 45 s/d 49 Undang-Undang

Perkawinan.

. Saran

Berdasarkan penelitian ini hal-hal yang menjadi harapan penyusun
ditujukan kepada:

1. Untuk Pemerintah perihal Undang-Undang Perkawinan seyogyanya
pemerintah perlu membuat regulasi khusus mengenai perkawinan beda
agama yang dapat mengartikulasikan kebutuhan serta kenyamanan bagi
semua pihak dalam masyarakat, yang dijiwai dengan norma-norma agama
yang ada di Indonesia serta harus lebih tegas dalam mencantumkan pada
Pasal-pasal yang mengatur perihal perkawinan beda agama apakah

perkawinan tersebut benar-benar dilarang atau tidak.
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2. Perlu adanya penyuluhan dari pemerintah mengenai permasalahan
perkawinan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai
perkawinan.

3. Untuk akademisi yang akan melanjutkan membahas mengenai Nikah Beda
Agama dan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi. Penelitian
ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan diharapkan
kepada akademisi untuk melanjutkannya dan memberikan kritikan dan hal
itu akan menjadi salah satu cara untuk penyusun mengetahui adanya

kekeliruan dalam penelitian ini.
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4,70,

12,
48,
50

Al-Ma’idah (5): 5.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu
segala yang  baik-baik.  Maka
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal
bagimu, dan makananmu halal bagi
mereka. Dan (dihalalkan bagimu
menikahi) perempuan-perempuan
yang menjaga kehormatan diantara
perempuan-perempuan yang beriman
dan  perempuan-perempuan  yang
menjaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi kitab sebelum
kamu, apabila kamu membayar
maskawin mereka untuk menikahinya,
tidak dengan maksud berzina dan
bukan untuk menjadikan perempuan
piaraan. Barang siapa kafir setelah
beriman maka sungguh, sia-sia amal
mereka dan di akhirat dia termasuk
orang-orang yang rugi.

63

30

An-Nisa’ (4): 3.

Dan jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana
kamu menikahinya), maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi:
dua, tiga, atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu
berlaku adil maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sahaya perempuan
yang kamu miliki. Yang demikian itu
lebih dekat agar kamu tidak berbuat
zalim.

64

31

Al- Ahzab (33):
37.

Dan (ingatlah), ketika engkau
(Muhammad) berkata kepada orang
yang telah diberi nikmat oleh Allah
dan engkau (juga) telah memberi
nikmat kepadanya, ‘“pertahankanlah
terus istrimu dan bertakwalah kepada
Allah,” sedangkan engkau
menyembunyikan di dalam hatimu
apa yang akan dinyatakan oleh Allah,
dan engkau takut kepada manusia,




padahal Allah lebih berhak engkau
takuti. Maka, ketika zaid telah
mengakhiri keperluan  terhadap
istrinya (menceraikan), kami nikahkan
engkau dengan dia (Zainab) agar tidak
ada keberatan bagi orang mukmin
untuk (menikahi) istri-istri anak-anak
angkat mereka, apabila anak-anak
angkat itu telah menyelesaikan
keperluannya terhadap istrinya. Dan
ketetapan Allah itu pasti terjadi.

69,
71

46,
52

Al-Bagarah  (2):

221.

Dan  janganlah kamu nikahi
perempuan musyrik sebelum mereka
beriman. Sungguh, hamba sahaya
perempuan yang beriman lebih baik
dari pada perempuan  musyrik
meskipun dia menarik hatimu. Dan
janganlah kamu menikahkan orang
(laki-laki) musyrik (dengan
perempuan Yyang beriman) sebelum
mereka beriman. Sungguh hamba
sahaya laki-laki yang beriman lebih
baik dari pada laki-laki musyrik
meskipun dia menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedangkan Allah
mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. (Allah)
menerangkan ayat-ayat-Nya ke pada
manusia agar mereka mengambil
pelajaran.

70

47

Al-Mumtahanah
(60): 10.

Wahai orang-orang Yyang beriman!
Apabila perempuan-perempuan
mukmin datang berhijrah kepadamu,
maka hendaklah kamu uji (keimanan)
mereka. Allah lebih  mengetahui
tentang keinginan mereka; jika kamu
telah mengetahui bahwa mereka
(benar-benar) beriman maka janganlah
kamu kembalikan mereka kepada
orang-orang  kafir  (suami-suami
mereka). Mereka tidak halal bagi
orang-orang kafir itu dan orang-orang
kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan
berikanlah kepada (suami) mereka
mahar yang telah mereka berikan. Dan
tidak ada dosa bagimu untuk menikahi




mereka apabila kamu bayarkan
kepada mereka maharnya. Dan
janganlah kamu tetap berpegang pada
tali (perkawinan) dengan perempuan-
perempuan kafir; dan (jika suaminya
tetap kafir) biarkan mereka meminta
kembali mahar yang telah mereka
bayarkan (kepada mantan istri yang
telah beriman). Demikianlah hukum
Allah yang ditetapkan-Nya diantara
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

plll‘llr‘r\n mahlramahaniina A id

PENETAPAN

Nomor : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara perdata

permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat/tgl lahir Manado, 14 Juni 1994, Jenis Kelamin
Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Belum
Menikah, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat JI. Tidung V
Blok 15 No. 10, RT. 001/RW. 005 Kel. Bonto Makkio, Kec.
Rappocini, Kota Makassar ;
Selanjutnya disebut ... Pemohon

2. NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat/tgl lahir
Ujung Pandang, 9 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Status Belum Menikah, Pendidikan
Terakhir SMA, Alamat Perum Makkio Baji Residence No.
10, RT. O004/RW. 001 Kel. Paccerakang Kec.
Biringkanaya Kota Makassar ;
Selanjutnya disebut ... Pemohon

|
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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pSeptember 2018 vyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Makassar tanggal 18 September 2018 di bawah Register No
622/Pdt.P/2018/PN.MKS. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah sepakat membangun suatu rumah
tangga baru melalui ikatan perkawinan secara sah sesuai ketentuan, akan
tetapi tetap pada agama masing-masing yang Pemohon | beragama Kristen
Protestan dan Pemohon Il beragama Islam;

2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak mungkin untuk
dilaksanakan menurut tata cara masing-masing, karena itu sesuai
perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan izin Pengadilan
Negeri Berwenang;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il merasa bertanggung jawab atas seorang
anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah dari Pemohon | dan
Pemohon II;

4. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah saling menyetujui adanya ikatan
perkawinan secara sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menyampaikan secara lisan maksud
baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan
Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarabkan untuk memohon izin terlebih
dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan
antara Pemohon | dan Pemohon lI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon | dan Pemohon |l memohon agar

Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon | (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan
Pemohon 1l (Nur Reski Angraeini Akhbar) untuk melangsungkan

perkawinan secara sah dihadapan Pejabat Catatan sipil Kota Makassar ;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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putuganvieatefitahikanl Pejabdt Kantor Catatan Sipil Kota makassar untuk segera

mencatat dan mendaftar perkawinan antara Pemohon | (Kevin Sangian

Hendrik Rumiap) dan Pemohon Il (Nur Reski Angraeini Akhbar) ;
4. Membebankan biaya acara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon |
dan Pemohon Il telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada

permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas hama Kevin
Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil

Kota Makassar tertanggal 27 November 2012 (foto copy sesuai aslinya)

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur
Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil

Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018 (foto copy sesuai aslinya)

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131511100015 atas nama Kepala
Keluarga Maximiliaan martin Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 September 2017 (foto copy sesuai

ASIiNYA), DUKLL. ...t (P-1-2);

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371112309130012 atas nama Kepala
Keluarga Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota

Makassar tertanggal 25 September 2013 (foto copy sesuai aslinya),

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/Disp/6/1999 atas nama Kevin
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put  Sangian Hendrik, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota

Makassar tertanggal 15 Januari 1991 (foto copy sesuai aslinya),

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 34/IST/MKS/KCS/2004 atas nama Nur
Rezky Angriani Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota

Makassar tertanggal 28 November 2013 (foto copy sesuai aslinya),

4. Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maxmilian Marthen
Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5

September 2018, DUKLI ..........uvuiiiiiiieiii e (P-1-4);

Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak
atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018,
010 USRS

(P-2-4);

5. Foto Copy Surat Keterangan belum menikah Nomor : 472.21/43/KBM/X/2018
atas nama Kevin Sangia Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Makassar Kecamatan Rappocini Kelurahan Bonto Makkio, tertanggal 1

Oktober 2018, BUKL ......c.cvviieiieiieeeeeeiee ettt e e e e e e e e e sesirvaee e e e e e e e e s e e (P-1-5);

Foto Copy Surat Pernyataan belum menikah atas nama Nur Reski Angraeni
Akhbar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan

Biringkanaya Kelurahan Paccerakkang, tertanggal 22 Mei 2018, Bukti

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (Dua) orang
saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada

pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Maxmillian Marthen Rumiap :
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putusan-m@aravaalsaksnkenald dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena

Pemohon 1 adalah anak saksi;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
permohonan izin nikah;

- Bahwa Pemohon | atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama
Kristen dan Pemohon Il atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar
beragama Islam;

- Bahwa saksi selaku Orangtua | tidak berkebaratan jika Pemohon | dan
Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum bertunangan;

- Bahwa saksi selaku Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Para
Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini
kedepannya,;

- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon | dan Pemohon Il agar mereka
tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

2. Saksi Akhbar.

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena

Pemohon 1 adalah anak saksi;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
permohonan izin nikah;

- Bahwa Pemohon | atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama
Kristen dan Pemohon Il atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar
beragama Islam;

- Bahwa saksi selaku Orangtua | tidak berkebaratan jika Pemohon | dan

Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum bertunangan;
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putusan.m @akavaaseksiselgikul Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Para

Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini
kedepannya,;

- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon | dan Pemohon Il agar mereka

tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
memohon izin untuk dapat melangsungkan/mencatatkan perkawinan pada Kantor
Catatan Sipil di Makassar, sedangkan dalam faktanya Pemohon | (Kevin Sangian
Hendrik Rumiap) beragama Kristen dan Pemohon Il (Nur Reski Angraeni
Akhbar) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK
7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan
oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012,
benar Pemohon | beragama Kristen dan pada bukti P-1-1 berupa Kartu Tanda
Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018,
benar Pemohon Il beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P-1-4 berupa Surat Izin Menikah dari Orang Tua
atas nama Maxmilian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian
Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018 dan bukti P-1I-4 berupa Foto copy
Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur
Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, benar Orangtua dari
Pemohon | dan Pemohon Il telah memberikan izin/merestui dan tidak berkeberatan
jika Pemohon | dan Pemohon Il ingin mencatatkan pernikahan mereka yang
berbeda agama pada Kantor Dinas dan Catatam Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal

2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan
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PRujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catalan Sipil bagi yang beragama

selain Kristen ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1400
K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa
perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif
larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak
ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama
antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen,
sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda
kepercayaan/agama tersebut, in casu maka kekosongan hukum atas kebutuhan
sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek
penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama “samen laven” atau “kumpul kebo”

ataupun penyelundupan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal
20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap
masalah kawin beda agama / kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan

hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maximilian Marthen
Rumiap dan Saksi Akhbar, menyatakan bahwa pihak keluarga masing-masing
telah merestui dan memberikan izin/keluasan kepada Pemohon | dan Pemohon II
untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama
masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga Para Pemohon menyetujui
niat Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, terlebih lagi kedua
Pemohon telah dewasa maka dianggap sudah cakap untuk menjalankan mahligai

rumah tangga;
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p Menimbang, bahwa kedua Pemohon sangat menghendaki terjadinya

perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945;

Menimbang, bahwa ada kesadaran dan pengetahuan pada Pemohon |
Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang beragama Kristen dan Pemohon Il Nur
Reski Angraeni Akhbar yang beragama Islam, bahwa seorang yang berbeda
agama seperti dirinya, apabila berkehendak kawin maka harus mencatatatkan
perkawinannya pada Kantor Pancatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka dengan
berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal
20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak
melangsungkan perkawinan tidak secara Islam maupu secara Kristen, dan dengan
demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan
perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan bahwa Pencatatan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang

ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 35 huruf a
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh

Penyidik” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup
alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota
Makassar untuk segera mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon |
(KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP) dan Pemohon i (NUR RESKI

ANGRAENI AKHBAR), dalam daftar /register perkawinan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan dan karena
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P permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon | dan Pemohon Il maka

biaya perkara akan dibebankan pula pada Para Pemohon,;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang
bersangkutan khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 35 huruf a
UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

- Memberi Izin kepada Pemohon | (KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP) dan
Pemohon II (NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR), untuk melangsungkan
perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota

Makassatr;

- Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk
mencatatakan/mendaftarkan perkawinan Pemohon | (KEVIN SANGIAN
HENDRIK RUMIAP) dan Pemohon Il (NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR);

- Membebankan biaya acara  yang timbul kepada para Pemohon
sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 2 Oktober 2018 oleh
HENENG PUJADI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan
mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut, didampingi ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H., selaku Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon | dan Pemohon II.

Panitera Pengganti Hakim

ABDUL MUCHLIS HASAN, SH. HENENG PUJADI, SH.M.H.
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P Perinciancbiaya ahagung.go.id

PNBP :Rp. 30.000,-
ADM : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
Redaksi :Rp. 5.000,-
Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya diberikan kepada
Pemohon I (IrM. NASRULLAH NATZIR Bin NATZIR SAID) dan Pemohon II
(SHALLY ORRI NIKKE WAWOH), melalui Kuasanya (ANDI AMIRULLAH,

SH.) atas permintaanya.

Makassar, 26 Juni 2013
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

PANITERA/SEKRETARIS,

RAMLI DJALIL, SH. MH.
NIP.19621231 199103 1 045
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CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi
Nama Lengkap : Rinoldi Zaputra
Jenis Kelamin . Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Pandam Gadang 08-04-97

Alamat Asal : Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera
Barat
Alamat Tinggal : JIn. Timoho No. 22b, Ngentak Sapen, Sleman,
Yogyakarta
Email : Rinozaputral23@gmail.com
No. HP : 082169703579
B. Latar Belakang Pendidikan Formal
Jenjang Nama Sekolah Tahun
TK TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2002-2003
SD SDN 06 Pandam Gadang 2003-2009
SMP MTs-TI Candung 2009-2013
MA MAS MTI Candung 2013-2016
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2020
C. Pengalaman Organisasi/Komunitas
Nama Jabatan Tahun
Surau Tuo Institute Anggota 2016-sekarang
PMII Anggota 2016
IMAMI UIN Sunan Kalijaga Anggota 2016
HMJ UIN Sunan Kaliga Sekretaris 2018






